


Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar
dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan
daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Padang, 11 Agustus 2022,

GUBERNUR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SUMATERA BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT
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